GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 445/Kep.211-Hukham /2020

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA KOMUNITAS
PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI TEMPAT RUJUKAN PENANGGULANGAN
CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) BAGI LANJUT USIA

Menimbang

Mengingat

i

GUBERNUR JAWA BARAT

bahwa dengan adanya pandemi Coronavirus Disease-19
(Covid-19) di wilayah Jawa Barat, telah ditetapkan Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep. 186-Dinkes/2020
tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan
Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, untuk melayani fasilitas
rujukan pelayanan kesehatan perorangan;

. bahwa masyarakat Lanjut Usia merupakan kelompok rentan

terinfeksi Covid-19 sehingga perlu tempat rujukan sebagaimana
dimaksud dalam pertimbangan huruf a;

bahwa Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi
Jawa Barat memenuhi persyaratan sebagai tempat rujukan
penanggulangan Covid-19 bagi Lanjut Usia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Satuan Pelayanan
Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat sebagai Tempat
Rujukan Penanggulangan Coronavirus Disease-19 (Covid-19) bagi
Lanjut Usia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3796);



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut
Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4451);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/
104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi
2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit Yang dapat Menimbulkan
Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 242); ’

10.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-
Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Coronavirus Disease 19 (Covid-19) di Jawa Barat;

11.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-
Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan
Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;

12.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-
Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat
Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease-19 (Covid-
19) di Jawa Barat;

13.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-
Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat
Bencana Wabah Penyakit Akibat Coronavirus Disease-19 (Covid-
19) di Jawa Barat;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Penunjukan Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi
Jawa Barat sebagai Tempat Rujukan Penanggulangan Coronavirus
Disease-19 (Covid-19) bagi Lanjut Usia.

Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas
melakukan penatalaksanaan tempat rujukan penanggulangan
Covid-19 bagi Lanjut Usia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA, Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi
Jawa Barat mempunyai fungsi:

1. penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi Covid-19 bagi
Lanjut Usia;

2. pelayanan rujukan pasien bagi Lanjut Usia dan rujukan
spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar bagi Lanjut
Usia;

3. peningkatan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam
rangka penatalaksanaan,;

4. pengkoordinasian dengan Laboratorium Pemeriksaan Covid-19
dan pihak-pihak terkait;

5. pencatatan secara rutin; dan

6. pelaporan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Direktur Rumah
Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.

Satuan Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas Provinsi Jawa Barat
mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien  Covid-19
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandunf
pada tanggal 2 April 2020
EERNURJAWA BARAT,
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